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PENDAHULUAN 

A. Latar Belalulng 

Negara Indonesia adalah negara berdasarb.n hukum (rechwaat), bukan negara 

yang berdasar kekuasaanbcl:ika(machisraat).Olch karena itu tata kehidupan dalam 

bennasyarakal berbangsa dan bemegara harus disusun dalam bingkai hukum. Konsepsi 

Negara Hulcum atau rechtstars tercantum dalam Pasal I ayat (3) Undang-Undang Dasat 

1945 Amandemen keempat yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum.1 

Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan 

yang k.ita pahami melalui sebuah sistem.Mustahil untulc menangkap hakikat 

hukum jika kita membatasi perhatian kita pada satu peraturan yang tcrscndiri. 2 

Tanah adalah karunia dari Tuban Yang Maha Esa kepada uma! manusia d i 

muka bumi.Tanah menjadi kebutuhan dasar manusia sejak lahir sampai meninggal 

dunia, manusia memebutuhkan tanah untuk 1empa1 tinggal dan sumber kehidupan. 

Secara kosmologis, tanah adalail tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan 

hidup, 1empat dari mana mereka berasal, dan akan kemana pula mereka pergi. 

Dalam bal ini, tanah memiliki dimensi ekonomi, sosial, kuhural, politik, dan 

ekologis.3 

Tanah juga merupakan sumber kehidupan bagi manusia.Pada masyarakat 

Indonesia tanah sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan 

1• Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang-unlkmg Dasar Negara Ri!publilc IndoneslaTahun 
1945, Jakarta, 2011, hal. 123. 
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masyarakat.Hampir semua masyarakat menggantungkan hidupnya kepada lanah, 

karena dari situlah kita bisa menanam padi. jagung. sayur-sayuran, buah-buahan, 
f 

dan lain-lain yang hasilnya nanti digunakan sebagai bahan untuk kebutuhan pokok 

kira.4 

Salah satu kebutuhan primer dari manusia adalah memiliki rumah yang 

teotunya didirikao di atas sebidang taoah. Oalam pandangao masyarakat, dengan 

memilik.i rumah, seseoraog dianggap telah mapan secara finansial sehingga 

t idakmengherankan jika setiap orang akar. berupaya semaksimal muo�in 

memperoleh rumah dan tanah.5 

Dimana ada masyarakat, di situ ada hukum, ubi soc/etas, ibi /us.Di manapun 

di dunia ini selama disitu ada masyarakat, maka di situ ada aturan hukum.Sejalan 

dengan hal itu, hukum itu tumbuh dan bcrkembang bersama masyarakatnya 

Hukum itu tumbuh dan berkcmbang dari refleksi kebutuhan-kebutuhan yang 

tcrungkap dalam jalinan-jalinan bidup.Apapun comk hukum itu dipcngaruhi oleh 

jalinan kebutuhan:kebutuhan masyarakal itu yang merupakan kebudayaan dari 

masyarakat bcrsangku tan. 

Sebagai negara hukum,Indonesia mengakui prinsip supremasi bukum, 

pengakuan rerhadap hak asasi manusia, adanya prinsip keadilan 'semua orang 

sama di depan hukum' (equality before the Jaw), dan adanya jaminan keadilan 

bagi setiap orang. Supremasi hukumnya pun harus menjamin bahwa HAM di 

junjung tinggi dao dilindungi olch hukum.Scbagai pcnganut paham oegara 

' Al Araf dan Awan Puryadi, Perebutan Kuasa Tanah, Appera Pus!Jlka Umum, 
yogyakarta, haJ. 13. 
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